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A. Pendahuluan

Terkait dengan perbankan syariah, Undang-Undang Nomer 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa sebelum menyalurkan
dana kepada nasabahnya Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai
keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabahnya yang menerima
fasilités pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya.! Dalam
praktik, keyakinan atas kemampuanr nasabah untuk melunasi kewaiibannya
terhadap bank diwujudkan dalam adanya jaminan yang diserahkan oleh
nasabah kepada bank. Hal ini tentu hal yang sangat lazim dalam kegiatan

perbankan secara umum, bahkan juga dalam praktik sehari-hari masyarakat.

Dalam hukum Islam penyerahan jaminan bagi pelunasan hutang itu juga
lumrah dilakukan. Rasulullah saw sendiri pernah membeli sejumiah bahan
pangan kepada seorang pedagang Yahudi dengan hutang dan beliau
menggadaikan baju besi miliknya kepada pedagang Yahudi itu [HR al-Bukhari
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dan Muslim].2 Oleh karena itu penerapan adanya jaminan terhadap pembiayaan
di perbankan syariah bukan suatu yang berlebihan, dan tidak ada masalah
penerapan adanya jaminan itu terhadap akad-akad syariah yang berkarakter
pinjam meminjam. Yang menjadi masalah adalah penerapannya, sebagaimana
beriaku di perbankan syariah, terhadap akad-akad bagi hasil (mudarabah dan
musyarakah) yang mempunyai sifat yang khas. Akad-akad bagi hasil ini
merupakan suatu bentuk kerja sama investasi yang asasnya berbagai
keuntungan dan risiko. Oleh karena itu timbul pertanyaan sehubungan dengan
penerapan lembaga jaminan kebendaan terhadap akad-akad bagi hasil
tersebut. Apakah lembaga jaminan itu memiliki dasar syari yang jelas dalam
hukum Islam dan apabita memang demikian, bagaimana penerapannya.
B. JJaminan daiam Hukum Syariah

Ahli-ahli hukum konvensional membedakan jaminan dari seg;i sifatnya
menjadi (1) jaminan umum, dan (2) jaminan khusus. Dengan jaminan umum
dimaksudkan bentuk jaminan yang ditetapkan oleh undang-uncang bagi
kepentingan para kreditor secara umum bahwa semua kekayaan yang dimiliki
oleh seseorang (dalam hal ini debitor} merupakan jaminan atas segala perikatan

dan perhutangan yang dibuatnya.®

Sementara itu, jaminan khusus adalah jaminan dalam bentuk penunjukan
atau penyerahan barang tertentu secara kKhusus sebagal tanggungan atas
pelunasan kewajiban debitor kepadaa kroditor tertentu yang hanya berlaku

untuk kridotor tertentu tersebaut.4 Jaminan khusus pada gilirannya dibedakan

2 A-Bukhart, Sahih ai-Bukhari, diedit oleh Muatafd Dib a-Bugd (Damaskus-Bairut: Dar
Ibn Kasir dan al-Yamamah Ik ai-Tiba'ah li an-Nasyr wa at-Tauzr, 1407/1987), II: 729, hadis no.
1982; Muslim, Sahih Muslim, diedit oleh Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Baqr (Beirut: Dar al-Fikr | at-
Tiba'ah li an-Nasyr wa at-Tauzl", 1412/1992}, ii: 51, hadis no. 125-126 {1603).
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bergerak maupun yang tak bergerak, bakk yang sudah ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari, menjadi fanggungan untuk segala perikatannya persecrangan.”
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lagi menjadi (a) jaminan perseorangan, dan (b) jaminan kebendaan. Jaminan
perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh seorang penanggung kepada
kreditor untuk melunasi kewajiban debitor apabila debitor bersangkutan tidak
melunasinya saat kewajiban itu jatuh tempo. Sedangkan jaminan kebendaan
adalah jaminan dalam bentuk benda yang bemilai ekonomis yang diserahkan
seorang debitor kepada kreditor sebagai tanggungan atas hutangnya, dalam arti
bahwa apabila ia tidak dapat melunasi hutang tersebut pembayarannya
dilakukan dengan mengeksekusi benda tersebut. Hukum tidak -menentukan
jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan kebendaan, sehingga dapat
berupa benda bergerak atau tidak bergerak, benda berbadan atau tidak
berbadan.®

 Meskipun ahli-ahli hukum islam tidak membuat kategorisasi jaminan
sebagaimana disebutkan di atas, namun kategorisasi itu idapat diterapkan dalam
hukum Islam karena unsur-unsur kategorisasi tersebut ada dalam sistem hukum
ini. Mengenai jaminan umum yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan
seseorang adalah jaminan bagi perikatan-perikatan yang dibuatnya, dalam
hukum Islam asas ini juga merupakan prinsip penting. Hal ini tercermin dalam
ketentuan Hukum Islam bahwa kewajiban-kewaiiban pewaris fidak dialihkan
kepada ahli waris. Kewajiban ahli waris dibebankan sepenuhnya kepada harta
kekayaan yang ditinggalkannya. Dalam Hukum Islam apabiia seseorang
meninggal dunia, maka dengan kematiannya semua kewajiban keuangannya
yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo secara otomatis dan dilunasi
dengan harta yang ditinggalkannya. Hak-hsk kriditor dan penerima wasiat
didahulukan atas hak-hak ahli waris. Ini adalah penerapan dari asas bahwa

semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas perikatan-perikatan

S ibid.



yang dibuatnya. Asas ini dicantumkan dalam berbagai KUH Perdata Syariah

yang ada di dunia.®

Jaminan perseorangan dikenal dengan istilah kafalah dalam hukum
Islam. Dengan kafalah dimaksudkan, “Penggabungan tanggung jawab penjamin
(kafil) kepada tanggung jawab terjamin dalam menghadapi tagihan berupa
penyerahan orang, pembayaran hutang, atau pengembalian benda.™’
Berdasarkan definisi ini ada tiga macam kafalah, yaitu (1) kafalah untuk
menjamin orang (agar tidak melarikan diri misalnya), (2) kafalah untuk menjamin
hutang, dan (3) kafalah untuk menjamin pengembalian benda (misalnya jaminan
oleh seorang penanggung bahwa benda yang dipinjam atau disewa oleh

seseorang akan dikembalikan kepada pemiliknya atas iaminan penanggung).

Jaminan kebendaan dalam hUku[n. Islam berwujud rahan (ar-rahn).
Rahan mempunyai dua pengertian: pe;gertian dalam arti kata kerja dan
pengertian dalam arti kata benda. Dalam arti kata kerja, rahan adalah
“menjadikan suatu benda yang mempunvai nilai ekonomis dalam pandangan
syariah sebagai jaminan hutang dari mana diambil pembayaran seluruh atau
sebagian hutang itu.”® Menurut Standar Syariah Nomear yang dikeluarkan oleh
AAOQIF|, rahan adalah “Menjadikan suatu bendz bernilai ekonomis sebagai
jaminan hutang yang dari padanya atau dari harganya hutang itu dibayarkan
manakala si berpihutang tidak melunasinya.” Dalam arti kata benda rahan
adalah, “Benda bernilai ekonomis dalam pandangan syariah yang dijadikan
jaminan atas hutang debitor terhadap kriditor.” Daiam Hukum Perdata Syariah

kontemporer rahan dibedakan menjadi bermacam-macam selaras dengan

% Sebagai contoh pasal 307 ayat (1) KUH Perdata Kuwait dan pasal 391 ayat (1} KUH
Perdata Uni Arab Emirat, dua di antara tujuh KUH Perdata berbasis syariah.

7 Az-Zuhaill, Maust‘at al-Figh al-1slami wa al-Qadaya al-Mu'asiral (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1431/2010}, V: 21,

5 Sabiq, Figh as-Sunnah, edisi khusus (Kairo: al-Fath li al-I''am al-‘Arabi, t.t), Ik 131

¢ Al-Ma'‘aywr asy-Syariyyah (Manamah: Accounting and Auditing Organisation for istamic
Financial Institutions, 2015}, h. 983, Standar Nomor 39, angka 2.



perkembangan doktrin hukum modem. Ada rahan tasjili (jaminan fidusia), ada

rahan takmini (hak tanggungan, dan ada rahan hiyazi (gadai biasa).

Dalam Standar Syariah Nomor 5 angka 6.1 s/d angka 6:5 disebutkan
beberapa bentuk lain jaminan, yaitu berupa garansi bank, dokumen kredit,
penggunaan cek dan surat sanggup, asuransi hutang, dan rekening yang
diblokir.19

Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan
merupakan perjanjian asesoir (fab7) yang mengikut kepada perjanjian
pokoknya. Perjanian penjaminan ini dalam Hukum Islam termasuk ke dalam apa
yang disebut dengan syarat buatan (asy-syart al-jai), yakni syarat (klausul)
yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan ada tiga macam. Salah satu
di antaranya yang pehfing- édalah apa yang disebut sebagai syarat penyerta
akad (asy-syart af-muqtan;? bi al-'agd). Syarat-syarat penyerta akad itu adalah
klausul yang dimasukkan oleh para pihak ke dalam akad sesuai dengan
kepentingannya. Syarat-svarat penyerta akad itu ada yang sah diperjsanjikan
dan ada yang tidak sah diperjanjikan. Syarat penyerta akad yang tidak sah
adalah syarat yang bertentangan dengan syariah. Sedangkan syarat penyerta
akad yang sah diperjanjikan itu meliputi:

1) Syarat yang merupakan konsekuensi akad, sehingga diperjanjikan atau
tidak diperjanjikan syarat ini berlaku karena merupakan kosekuensi akad itu
sendiri, seperti pemberi sewa mensyaratkan agar barang sewa
dikembalikan kepada penyewa begitu masa sewa berakhir.

2) Syarat selaras dengan akad, yakni syarat yang bertujuan untuk memperkuat
akad, dalam hat ini adalah syarat memberikan kafalah atau rahan.

3) Syarat yang sudah berlaku dalam praktik masyarat.1!

0 bid., h. 134-135, Standar Syariah Nomor 5 angka 6:1-6:5.

" As-Sanhid, Mas3dir al-Hagg f al-Figh alistami (Kairo: ma‘had ad-Dirdsdt al-
‘Arabiyyah al-“Aliyah, 1956), HI: 117-118.



Memperianjikan syarat-syarat penyerta akad dalam Hukum Islam
termasuk wilayah kebesan berakad, dalam arti para pihak (khususnya kroditor0
bisa saja meminta klausul adanya jaminan kebendaan (rahan) dalam akad yang
menimbulkan hutang. Hanya saja ada ketentuan dalam Hukum islam bahwa
penyaratan rahan atau kafalah dalam akad-akad amanah tidak diperkenankan
seperti akad wakalah, akad wadiah, akad ijarah, akad musyarakah dan akad
mudarabah, kecuali untuk menjamin kerugian dalam kasus-kasus perbuatan

melanggar hukum, kealpaan, dan atau pelanggaran kontrak.

Dalam ketentuan fikih, pada akad-akad amanah aset yang menjadi obyek
akad iersebut adalah amanah di tangan pemegangnya. Misalnya pada akad
wadiah, di mana seseorang menitipkan suatu benda kepada orang lain
berdasarkan akad amanah, maka benda tersebut merupakan amanah di tangan
penerima titfpan. Begitu pula pada akad ijarah, barang sewaan di tangan
penyewa merupakan amanah. Termasuk puia modal di tangan sekutu (syarik)
dalam akad musyarakah atau di tangan pelaku usaha (mudarib) dalam akad
mudarabah adalah amanah. Apabiia aset yang merupakan amanah itu rusak
bukan karena kesalahan pemegang amanah atau kealpaannya, maka penerima
amanah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan benda
tersebut dan ia tidak wajib mengganti barang amanah itu, kecuali apabila ia
melakukan kesalahan atau kealpaan dalam menjaga amanah itu. Dalam hal ini
al-Karasy7 (w. 1101/1689), seorang ulama Maliki, menegaskan bahwa, “Benda
amanah apabila hilang atau rusak tidak ada kewajiban atas pemegangnya untuk
menggantinya.”?2 Oleh karena itu benda titipan atau modal di tangan pelaku
usaha (mudarib) atau sekutu (syarik) apabila hilang atau berkurang, bukan
karena kesalahan atau kealpaan mereka, tidak dipertanggungjawabkan kepada

mereka.

2 A-Karasyl, Syarhy Mukhtasar Khalil (Mesir. al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1317
H), V: 249,



Namun demikian, al-Khirasyl menyatakan lagi bahwa boleh mengambil
jaminan kebendaan atas suatu akad amanah sebagai jaminan atas kerusakan
obyek akad amanah di tangan pemegangnya yang disebabkan karena keialaian
atau pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal ini al-Khirasyi menegaskan,
“Adapun apabila ia mengambil jaminan dengan ketentuan apabila barang
amanah hilang karena kelalaian pemegangnya, maka jaminan dieksekusi
karenanya, maka hal itu sah.”'® Artinya, menurut al-Khirasyi, sah mengambil
jaminan untuk menjamin akad-akad amanah terhadap bahaya moral yang
mungkin dilakukan oleh pemegang amanah. Ini adalah norma dalam fikih Maliki.

yang diterima dan diakui dalam mazhab Hanafi dan Hanbali.'4
" 'C.Urgensi Jaminan untuk Akad-akad Bagi Hasil

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas tentang bolehnya meminta
jaminan atas akad-akad amanah, termasuk akad-akad bagi hasil (seperti
judarabah dan musyarakah), maka dalam fatwa-fatwa mengenai lembaga
keuangan syariah, dibolehkan lembaga-lembaga tersebut menarik jaminan atas
akad-akad bagi hasil yang mereka tutup bersama nasabahnya.!® Dalam Standar
Syariah Nomor 5, ditegaskan bahwa,

Tidak diperkenankan mensyaratkan kafalah (jaminan perseorangan) atau
rahan (jaminan kebendaan) dalam akad-akad amanah, seperti akad
wakalah dan wadiah, karena pensyaratan rahan (jaminan) dalam akad-akad
tersebut bertentangan dengan konsekuensi akad tersebut, selama
pensyaratan tersebut tidak dibatasi pada kasus pelanggaran hukum,
kealpaan, dan pelanggaran ketentuan kontrak. Lebih khusus lagi, dalam
akad-akad musyarakah dan mudarabah tidak diperkenankan mensyaratkan
jaminan kepada mudarib atau mitra usaha atau manajer investasi, baik
jaminan itu atas modal maupun keuntungan. Akad-akad ini tidak

3 thid.

14 AT Jum'ah Muhammad, dkk. (ed.), Musi‘at alFatawa al-Mu‘amalat al-Maliyyah Ii al-
Masarif wa al-Mu'asasat al-Maliyyah al-istamiyvah (Kairo: Dar as-Salam li at-Tiba'ah wa an-
Nasyr wa at-Tauzi wa at-Tarjamah, 143C/2009), il 385.

'3 ibid.



diperkenankan untuk dioperasionalisasikan dan dipasarkan sebagai
kontrak-kontrak yang dijamin.?®

Hal yang sama ditegaskan dalam Standar Syariah Nomor 39 secara lebih

singkat,

Tidak boleh mensyaratkan rahan (jaminan kebendaan) dalam akad-akad
amanah, seperti akad wakalah, wadiah, musyarakah, mudarabah, dan atas
barang sewaan di tangan penyewa. Jika pengambilan rahan (jaminan
kebendaan) itu untuk menutupi kerugian karena perbuatan melanggar
hukum, kealpaan, atau pelanggaran kontrak, maka hal itu diperkenankan.’?

Ketentuan seperti dikemukakan di atas juga diadopsin dalam fatwa

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dikeluarkan tahun dalam mana
ditegaskan, '

1) Pengelola tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada
saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta’addi, tafrith atau
mukhalafat al-syuruth.

2) Pemilik Modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin
pengembalian modatl.

3) Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya
sendiri tanpa perimintaan dari Pemilik Modai.

4) Pemilik Modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembaiian

modal.?8

Dari keseluruhan apa yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa
pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti mudarabah
dan musyarakah, kecuali Sebagal jaminan atas kemungkinan adanya moral
hazard (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam praktik, lembaga-

iembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik

8 Al-Ra‘ayir asy-Syariyyah, h. 130, Standar Nomor 5, angka 2.2.1.
7 Ibid., h. 988, Standar Syariah Nomor 39 angka 3.3.2.

¥ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 105/0SN-
MUIFX/2016 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,
dan Wakalah bil Istitsmar, Kedua: Ketentuan Khusus angka 1-4.



jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupnya bersama
mitranya (nasabahnya). Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan
kebendaan tersebut harusiah dibatasi pada kasus-kasus di mana adanya
kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang
dilakukan oleh nasabah. Dalam hal kerugian terjadi di luar kesalahan, kealpaan,
atau pelanggaran kontrak oleh nasabah, maka jaminan tidak boleh dieksekusi.
Oleh karena itu peparikan jaminan yang dilakukan oleh lembaga keuangan
syariah kepada nasabahnya dalam akad-akad bagi hasil haruslah diartikan:

1) Sebagai pendorong bagi nasabah agar bersungguh-sungguh dalam
mengelola usaha yang diamanahkan kepadanya agar tidak terjadi
kerugian.

2) Sebagai antisipasi bahwa apabila terjadi bahya moral yang mungkin
dilakukan seperti melakukan kesalahan, kealpaan atau pelanggaran

kontrak. Dalam kasus ini jaminan dapat dieksekusi.

Dorongan kepada nasabah agar bersungguh-sungguh dalam mengelola
usahanya adalah selaras dengan prinsip masiahat sebagai tujuan syariah
(maqasid asy-syaariah} di mana salah satu bagiannya adalah periindungan
harta kekavaan. Terlidunginya harta kekayaan menjadi salah satu butir tujuan
syariah. Kita mengetahui bahwa dapa yang dilempar oleh bank dalam bentuk
pembiayaan untuk didayagunakan oleh nasabah sebagian besar merupakan
dana pihak ketiga. Dana tersebut wajib dilindungai agar tidak tersia-siakan di
tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu sarana untuk
perlindungan tersebut adalah meminta jaminan dan pengguna untuk
bersungguh-sungguh mengelolalanya dalam kegiatan usaha agar tidak merugi
dan agar ia tidak melakukan kealpaan dan pelanggaran dalam pengelolaan
tersebut. Untuk menjamin hal itu, maka kepadanya dimintakan jaminan, di mana
apabila ia melakukan kesalahan dan kealpaan serta pelanggran kontrak ia
harus bertanggung jawab dan untuk memudahkan pemenuhan tanggung jawab

itu adalah dengan mengeksekusi jaminannya. Namun apabila ia telah berusaha
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keras sebagaimana mestinya dalam menjaiankan usahanya, namun tetap rugi,
maka jaminan tidak boleh dieksekusi. Prinsip syariah yang amat penting
tertuang dalam hadis Nabi saw yang menegaskan, “Tidak ada kerugian dan
perugian” (HR ibn Majah].!® Artinya seseorang jangan tertimpa oleh kerugian,

dan seseorang juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepaada orang lain.

) % 1bn Majah, Sunan Ibn Majah, diedit oleh Syu'aib al-Ama'Gt dkk. (Dar ar-Risalah ai-
‘Alamiyyah, 1430/2009), 1li: 432, hadis no. 2340-2340,



